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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

|
“NOMOR S TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATPH‘S PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL
|

Menimbang :

Mengingat:

DENGAN “RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

“ BUPATI KLUNGKUNG,

|

bahwa cﬁengan semakin bertambahnya jumlah penyertaan
modal dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah
Kota/Kabupaten Se-Bali kepada Bank BPD Bali
mengakﬂbatkan peringkat jumlah penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Klungkung semakin menurun
sehingga berpengaruh terhadap jumlah devident yang
diterim%‘ oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hﬂpruf a, dipandang perlu untuk menambah jumlah
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada
Bank BI?D Bali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Penycrt#an Modal.

| |
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesi% Tahun 1945;

\
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, ’I“arf‘nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655 )

|
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

PerkoperJ@sian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 ' Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi? Nomor 3502 ) ;



4,

10,

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

; Unda.rLg~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomorL 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengarn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik
IndoneLia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/ DPRD.GR/1965
tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1970) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 5 Tahun 1977 tentang Merubah Kedua Kali
Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Pendirian Bank
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 123 Seri D Nomor 120);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001
Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Bali Tahun 2003 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);



10.

11,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal

Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD.GR/1965
tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1970) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 5 Tahun 1977 tentang Merubah Kedua Kali
Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Pendirian Bank
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 123 Seri D Nomor 120);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001
Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran
Daerah  Provinsi Daerah Bali Tahun 2003 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bal;
Tahun ?002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Balj Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Bali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Balj Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |(
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor
S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
4) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor S) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun
2012 ' tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan

dan
BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL.



12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang

13.

14,

15.

16;

Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3) serbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perseroan ‘Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan/Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

.
2

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor
S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
4) ; |

Peraturan ' Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor S) ;

Peraturan | Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran' Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan

dan

- BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL.



Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Besarnya Penyertaan Modal ditentukan sebagai berikut :

a. Pada masing-masing Koperasi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus
dua puluh lima juta rupiah);

b. Pada PT. BPD Bali sebesar Rp.3.000.000.000;,- (Tiga Milyar Rupiah)

¢. Pada masing-masing Lembaga Perkreditan Desa sebesar
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

d. Pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus
Juta Rupiah); dan

e. Pada PDAM Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua
Milyar Rupiah).

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI KLUNGKUNG, !{,

— >

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ST p—
I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :
(5/2015)



